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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 503/9 2. /DPMPTSP/ IV /2022
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK - KANAK (TK) MEKAR ASIH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan beserta lampirannya dari Saudara Nursiti, S.Pd.I tanggal 26
Januari 2022 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan Rekomendasi
Dinas Pendidikan Nomor PK/04/ 1694[Bid.PAUD dan Dikmas tanggal 07 April 2022 Taman Kanak -
Kanak (TK) MEKAR ASIH dinyatakdh memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Taman Kanak-
Kanak (TK); :

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dipandang
diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - Kanak (TK) MEKAR ASIH
yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
ggglf;alik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

’
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
53 ) ik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
P ’

. Undang-Undang Nomor 23 Tahu tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
" Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 han Lembaran Negara ik Indonesia Nomor 5587)
~ sebagaimana telah beberapa ka h terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas a-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repu onesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahu
Republik Indonesia Tahun 200

n 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
omor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

engan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
Negara R ik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71

Negara
Ng?r?or%%), Sebagaimana telah ditibah
Tmsu\dar Nasional Pendidikan (L& G
Ta onesia

n Lembaran Negara Republik Indo
Pemerintah Nomor 38 Tahun' 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara
i i emerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
4¢ : embaran Negara Indonesia Nomor 4750);
sh Nomor 41 Tahun 2007 ter'itam_ Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
esia Tahun ,ZQQZNWQS‘T, N  Lembaran Negara Republik Indonesia

—

n 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara
91 Tambahan ran Negara Republik Indonesia Nomor

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 2010 tmtangm n dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan ntah tahun 2010 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 17

Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2010 Nomor 112, han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasiona Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar
Pendidikan Usia Dini; :

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tenta

pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 87%
Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);



+ 11 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan di
Majalengka Tahun 2012 Nomor 4);

Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
perubahan atas Peraturan

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majglengka Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Daerah Nomor 14 Tahun mlommmmmm&mnarmmoae’ahkaupatm
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